
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah, maka perlu diatur mengenai pengadaan 
barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang Dan Jasa 
Pada Badan Layanan Umum Daerah; 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 

2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalab Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan 
daerah. 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG 
DAN JASA PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

MEMUTUSKAN : 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 
Nomor 10); 

Menetapkan 



(2) BLVD_ dengan status penuh dapat melakukan pengadaan barang dan jasa 
sesu_a1 ~engan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh 
pernimpm BLUD dengan persetujuan Bupati. 

( 1) Pengadaan barang/ jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien efektif 
transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan' praktek 
bisnis yang sehat. 

Pasa12 

BAB II 

PENGADMN BARANG DAN JASA 

4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas. 

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga yang dipimpin oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab pada 
bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD. 

7. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Purbalingga yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja yang 
bertanggungjawab pada bidangtugas yang diemban oleh suatu BLUD. 

8. Kepala SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas 
BLUD yang bersangkutan. · 

9. Kepala Unit Kerja adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang 
tugas BLUD yang bersangkutan. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya 
disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menerapkan PPK 
BLUD. 

11. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat 
BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang menerapkan PPK 
BLUD. 

12. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab 
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat 
keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan 
nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 



(3) Pelaks~a pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 
personil y~g memahami tata cara pengadaan, substansi 
pekeIJaan/keg1atan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan. 

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berbentuk tim, panitia, atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang 
ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa 
guna keperluan BLUD. 

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) 
dilakukan oleh pelaksana pengadaan. 

Pasal 6 

Pengadaan barang/ jasa yang dananya berasal dari hi bah terikat dapat 
dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau 
ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang 
disetujui oleh pemberi hibah. 

Pasal 5 

(2) Pengadaan barang/jasa selain pengadaan barang jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada peraturan 
perundang- undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 

(1) Ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) berlaku untuk pengadaan: 
a. barang pakai habis; 
b. barang modal dengan nilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu 

milyar rupiah). 

Pasal 4 

(2) Ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang 
lebih berrnutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat, 
serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung 
kelancaran pelayanan BLUD. 

(1) Ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2), berlaku untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya 
berasal dari : 
a. jasa layanan; 
b. hibah tidak terikat; 
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan 
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

Pasal 3 

(3) BLVD dengan status bertahap melakukan pengadaan barang dan jasa 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa 
pemerintah. 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah. 

Pasal 8 

BAB IV 

PENUTUP 

(4) Saling uji (cross check) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
adalah dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang 
berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk 
mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan 
pelaksana pengadaan lain. 

(3) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dalam 
hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan 
dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik 
langsung maupun tidak langsung; 

(2) Obyektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruh adalah dalam hal 
penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan 
pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/jasa, 
tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan 
tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; 

(1) Penunjukan pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana climaksud 
dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan dengan prinsip: 
a. obyektifitas; 
b. independensi; 
c. saling uji ( cross check. 

Pasal 7 
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